
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR32 TA HUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENOAPATAN DAN BELANJA OAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAH MAT TU HAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa memenuhi ketentuan Pasa.1 1 1  Peraturan Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

I.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

I 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor I2 Tahun 2017 tentang 

Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
13.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Togas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Repubiik Indonesia Nomor 6224); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 



Menetapkan 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
Tentang Pedoman Pengelolaan lnvestasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

J 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Daerah 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Selanja 
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
431); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

21 .  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor I); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUSERNUR TENTANG PENJABARAN PERUSAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
I .  Pemerintah Daerah adalah gubemur dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah tersebut. 



3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 
DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. 

4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 
dan pengawasan keuangan daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang. 

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala 
daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. 

9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. 
I 0. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah 

yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

1 1 .  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

12. Bendahara Um um Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. 

13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang 
milik daerah. 

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 

16. Pengeluaran Daerah adalah uangyang keluar dari kas daerah. 
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 

18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih. 
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan 

belanja daerah. 
21.  Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah 
selisih lebib realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran. 



23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilai uang dari 

pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah 

daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan atau akibat Jainnya yang sah. 

25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah 
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan 
sebab lainnya yang sah. 

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalarn satu tahun 
anggaran. 

27. lnvestasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 
seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. 
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk 

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktivitas. 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 

Rp.2.404.941.922.372,00 (Dua Triliun Empat Ratus Empat Miliar Sembilan Ratus 

Empat Puluh Satu Juta Sembilan Rah.ts Dua Puluh Dua Ribu 7Yga Ratus Tttjuh Puluh 

Dua Rupiah) bertambah sebesar Rp.386.395.822.286,00 (7Yga Rah.ts Delapan 

Puluh Enam Miliar 7Yga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Rah.ts Dua Puluh 

Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) Sehingga menjadi Rp. 
2.806.337.744.658,00 (Dua Triliun Delapan Ratus Enam Miliar 7Yga Ratue 7Yga 

Puluh Tttjuh Juta Tttjuh Rah.ts Empat Pu.luh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh 

Delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula 

b. Bertambah/(Berkurang) 

Rp. 2 .146.310 .514.982,00 

Rp. 396 .916.519.881.00 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan Rp. 2.543.227.034.863,00 



2. Belanja Daerah 

a. Semula Rp. 2.404.941.922.372,00 
b. Bertambah/(Berkur.ang) Rp. 386.395.822.286,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah 
perubahan Rp. 2.791.337.744.658,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Pencri.maan Pcmbiayaan 

1) Semula Rp. 273.631.407.390,00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. {10.520.697.595,00} 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 

perubahan Rp. 263.110.  709.795,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula 

2) Bertambah/(Berkurang) 

Rp. 

Rp. 

15.000.000.000,00 

0,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan 
setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah 
Perubahan Rp. 248.110.709.795,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah 
Perubahan Rp. 0,00 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini terdiri dari: 

I. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapat.a.n, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran Ill Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alam.at Penerirna, dan Besa.ran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusa.n 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiata.n, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 



6. La.mpiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALa.m/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasa.n 
Negara; 

Pasal 4 

La.mpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang clitetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan Iebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasa16 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetah uinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran 
Gubemur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 21 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIFIN PALIW ANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 2, Oktober 2022 

SEKRETARIS DA RA.ITT'Reiltl 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR J2 



6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Ke1ompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran Vil Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelornpok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal4 

Lampiran sebagaimana terse but dalam Pasal 3 meru pakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 21 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIF'IN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 21 Oktober 2022 

LIMANTAN UTARA, 

SERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 32 

1 



6. La.mpiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALa.m/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan lnsfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. La.mpiran Vil! Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal "1 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 21 Oktober 2022 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 32 



• 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan lnsfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 4 

Lampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggalat Oktober 2022 

GUBERNUR KALlMANTAN UTARA, 

ttd 

ZAINAL AR!FlN PALIWANG 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggalzt Oktober 2022 

IMANTAN UTARA, 

RlANSYAH 

BERITA DAERAH PROVINS! KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR � 



6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VU Rincian Dana Tambahan lnsfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 4 

Lampiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
ctituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 210ktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFIN PALIWANG 



6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Beianja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Insfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, .Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisa.hkan dari Peraturan Gubemur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesua..i dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mula..i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 21 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIF'IN PALIWANG 



6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, -Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Larnpiran VII Rincian Dana Tambahan lnsfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiata.n, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Larnpiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 4 

La.mpiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisa.hkan dari Peraturan Gubernur ini, 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubemur dengan penempatannya dalam Serita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 21 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARJFIN PALIWANG 



6. Lampiran VT Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas ALam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan lnsfrastruktur Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah 
Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan 
Negara; 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
ctituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal21 Oktober 2022 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

ZAINAL ARIFJN PALIWANG 

O,nny Hananto,!Cl'fN l<epalo, BICAD 


